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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia dalam menjalankan kehidupannya lazim bertemu dengan manusia 

lain sebab kedudukannya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. 

Namun, dalam pertemuan tersebut dapat saja manusia satu dengan manusia 

lainnya mengalami persoalan hukum. Persoalan hukum dapat timbul dari 

kejahatan yang marak terjadi di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, 

pelecehan seksual, dan sebagainya. Kejahatan dapat dimaknai dengan 

fenomena kemasyarakatan.1 Saat berhadapan dengan kejahatan di depan mata, 

tidak semua orang berdiam diri, ada juga yang melakukan pembelaan, baik itu 

untuk melindungi dirinya ataupun untuk melindungi orang lain. Namun, 

perbuatan untuk membela diri tersebut bisa saja merupakan salah satu perbuatan 

yang dilarang dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. 

 Menurut filsuf Inggris bernama John Locke, setiap individu mendapatkan 

karunia secara alami yaitu hak yang melekat atas kehidupannya, kebebasannya, 

dan harta miliknya sendiri. John Locke menyebutkan tiga hal yang menurutnya 

paling diutamakan, yaitu kehidupan, kebebasan, dan harta.2 Diperlukan adanya 

 
 1 Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati 

Karma, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus 

Pidana,” Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 1 (2020): hlm. 195, diakses dari 

https://ejournal.warmadewa.ac.id pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.24 WIB. 

 2 Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas dan Subsidaritas Dalam Pembelaan 

Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Lex Crimen, Vol. 9, 

No. 2 (2020): hlm. 45, diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 

23.18 WIB. 
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suatu aturan untuk melindungi hak-hak tersebut. Indonesia adalah negara 

hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara berperan sangat penting 

dalam membentuk aturan untuk melindungi setiap lapisan masyarakat dari 

kejahatan yang mengancam hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta benda. 

Negara harus menjamin keadilan atas hak-hak seluruh lapisan masyarakat. 

Namun, ada batasan dalam hak-hak tersebut untuk menghormati hak-hak orang 

lain.3  

 Terdapat pelbagai macam hubungan antar para anggota masyarakat dalam 

pergaulannya, dan juga adanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri 

yang menimbulkan hubungan tersebut. Dengan beragamnya hubungan tersebut, 

diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat memastikan ketertiban dan 

kedamaian supaya tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

Negara mengatur setiap perbuatan masyarakat salah satunya yaitu dengan 

Hukum Pidana Positif. Berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, Hukum Positif merupakan himpunan asas dan kaidah hukum yang 

tertulism kini sedang diberlakukan, dan mengikat secara umum maupun khusus 

serta penegakkannya dilakukan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara 

Indonesia.4 Sementara itu, menurut Topo Santoso, Hukum Pidana adalah hukum 

 
 3 Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa,” 

Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 1-2, diakses dari 

https://ejournal.warmadewa.ac.id pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.21 WIB. 

 4 M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan 

Sistem Hukum Positif,” Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 90-91, diakses 

dari https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 08.28 WIB. 
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di suatu negara yang menjadi dasar dalam menentukan perbuatan yang 

melanggar suatu larangan atau suatu perintah dan diancamkan pidana kepada 

pelakunya, juga mengenai pertanggungjawaban pidana dan perluasan dari 

pertanggungjawaban pidana, serta dasar untuk menghapuskan pidana.5   

 P.A.F. Lamintang memberikan definisi Hukum Pidana Positif, yaitu hukum 

pidana yang berlaku dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu 

masyarakat hukum umum tertentu pada waktu yang tertentu.6 Sehingga, Hukum 

Pidana Positif di Indonesia dapat diartikan sebagai hukum pidana yang kini 

sedang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) merupakan suatu Hukum Pidana Positif di Indonesia yang 

terbagi mejadi 3 (tiga) Buku, yaitu Buku I memuat Ketentuan Umum, Buku II 

tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran.  

 Ketika berhadapan dengan kejahatan, ada yang melakukan perlawanan 

untuk melindungi dirinya atau orang lain atau harta benda miliknya tetapi 

perbuatannya termasuk perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Salah satu contohnya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri 

Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl, berawal dari Ahmad alias Olo yang 

mengalami gangguan jiwa atau Orang Dalam Gangguan Jiwa yang selanjutnya 

disebut ODGJ, berkeliaran masuk ke rumah orang lain tanpa seizin pemilik 

rumah lalu tanpa alasan melempar kursi ke si pemilik rumah bernama Mansur 

Rudi, dan ODGJ tersebut juga memukul Mansur Rudi menggunakan pipa, 

 
 5 Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 12. 

 6 P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 5. 
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kemudian Mansur Rudi melakukan perlawanan untuk menghentikan pukulan 

yang dilayangkan oleh Ahmad alias Olo atau ODGJ dengan mengambil sebilah 

parang bergagang kayu yang ada didekatnya lalu diayunkannya parang tersebut 

ke ODGJ dan mengakibatkan ODGJ itu mengalami cacat permanen pada tangan 

kirinya.7 Perbuatan Mansur Rudi termasuk perbuatan yang dilarang dalam 

KUHP atau dapat dikatakan perbuatan Mansur Rudi termasuk tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tindak pidana adalah perbuatan 

yang menurut Undang-Undang dapat dipidana. 

 Sanksi tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Jika 

penganiayaan biasa, maka sesuai ketentuan ayat (1) dalam pasal tersebut, 

pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pada ayat 

selanjutnya, pidana yang diancamkan lebih berat jika penganiayaan tersebut 

mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban. Berbeda dengan 

pembunuhan pada Pasal 338 KUHP, pembunuhan letak kesengajaannya 

ditujukan pada hilangnya nyawa seseorang, sedangkan penganiayaan letak 

kesengajaannya ditujukan kepada penganiayaan luka berat. Kesengajaan 

(dolus) menurut yurisprudensi adalah maksud atau kehendak dari sifat suatu 

perbuatan yang mengakibatkan luka pada badan. Menurut Andi Hamzah, ada 

penganiayaan ringan yang tidak harus merusak kesehatan seseorang seperti 

 
 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Donggala 

Putusan Nomor: 45/Pid.B/2021/PN Dgl. 
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menempeleng, dan penganiayaan juga dapat berupa pemukulan, membiarkan 

anaknya kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat.8 

 Perlu diketahui bahwa belum tentu perbuatan si pemilik rumah, Mansur 

Rudi sebagaimana dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl dapat 

dipidana, karena selain mengatur sanksi dari perbuatan yang dilarang, dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur mengenai alasan yang 

membuat seseorang tidak dapat dipidana atau biasa disebut dengan alasan 

penghapus pidana. Alasan penghapus pidana diatur pada BAB III Buku Kesatu 

Ketentuan Umum KUHP, tetapi tidak diberikan pengertian alasan penghapus 

pidana secara eksplisit dalam pasal-pasal pada bab tersebut. Maka dari itu, dapat 

diketahui dari pendapat H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, alasan 

penghapusan pidana ialah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah 

yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana meskipun orang tersebut 

sebenarnya melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.9 

 Saat seseorang melakukan tindak pidana, tidak selalu mendatangkan sanksi 

pidana bagi orang tersebut, sebab sebelum menjatuhkan pidana harus melihat 

dari sisi kemampuan bertanggungjawabnya juga. Maka dari itu, hanya 

seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang dapat dipidana 

atas perbuatannya. Selain itu, ada Asas Geen Straf Zonder Schuld yang berarti 

tiada pidana tanpa kesalahan, baik itu disengaja (dolus) ataupun karena 

 
 8 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Jakarta: Pusat 

Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2017), hlm. 74-75. 

 9 Saiful Bahri, “Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara 

Pembelaan Terpaksa,” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 1 (2021): hlm. 132, diakses dari 

https://ejournal.sthb.ac.id pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.22 WIB. 
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kelalaian (culpa). Adanya kesalahan tersebut yang menjadi dasar 

pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berfokus menilai 

mampu atau tidaknya seseorang untuk dimintakan pertanggungjawabannya. 

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya seseorang, ini tergantung dari 

persoalan apakah orang tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban 

pidana, yaitu ada delik, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan tidak 

ada alasan penghapus pidana.10 

 Alasan penghapus pidana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan 

pembenar yang merupakan alasan yang menghapus pidana karena faktor dari 

luar diri pelaku (uitwendig) dan alasan pemaaf yang merupakan alasan yang 

menghapus pidana karena faktor dari dalam diri pelaku (inwendig).11 Dapat 

ditarik pemahaman bahwa alasan pembenar meniadakan sifat melawan hukum, 

sedangkan untuk alasan pemaaf menghapus unsur kesalahan, tetapi sifat 

melawan hukumnya tetap ada. Hal tersebut akan mempengaruhi keadilan 

seseorang, karena keadilan merupakan hak seluruh manusia.12  

 Pembelaan Terpaksa (Noodweer) termasuk salah satu alasan pembenar yang 

dapat menghapuskan pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Seseorang yang merasa keselamatan jiwanya terancam tidak akan segan 

untuk melakukan serangan balasan terhadap orang yang memukulinya demi 

 
 10 Willa Wahyuni, “Alasan Pembenar Sebagai Penghapus Tindak Pidana”, Hukumonline.com, 

diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembenar-sebagai-penghapus-tindak-

pidana-lt632ae5013591c/ pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 08.01 WIB. 

 11 Dean Praditua Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, “Kajian Terhadap 

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Lex Privatum, Vol. 9, No. 4 (2021): hlm. 140, diakses dari 

https://ejournal.unsrat.ac.id pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.23 WIB. 

 12 Saiful Bahri, Loc. Cit. 
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keselamatan dirinya sendiri seperti dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN 

Dgl. Namun, pembelaan terpaksa yang dilakukan mendapat perlindungan 

hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan: 

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa 

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau 

harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman 

serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” 

 Pembelaan yang dibenarkan oleh hukum dapat dilakukan untuk melindungi 

orang lain juga, selain diri sendiri, jika keadaannya terancam. Pembuktian 

pembelaan terpaksa didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan yang 

memperhatikan alat-alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan oleh Hakim 

dalam hal penjatuhan putusan terhadap pelaku pembelaan terpaksa.13 Alat-alat 

bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, 

Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.14 

 Terpenuhinya unsur-unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) perlu 

diperhatikan untuk dapat membenarkan perbuatan seseorang yang kemudian 

meniadakan sifat melawan hukum sehingga tidak dapat dipidana dan lepas dari 

segala tuntutan hukum. Putusan Hakim harus memuat pertimbangan hukum 

 
 13 Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, 

Op. Cit., hlm. 2. 

 14 Republik Indonesia, Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3209. 
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Hakim dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 

ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:15 

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat 

pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum 

yang tepat dan benar.” 

 Pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl, Majelis Hakim tidak 

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mansur Rudi dengan didasarkan pada 

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP meskipun 

Terdakwa Mansur Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

“Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”. Oleh karena itu, putusan 

Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 

rechtsvervolging).16 Namun, terdapat kesulitan dalam memahami pembelaan 

terpaksa pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, 

tentunya harus dibuktikan perbuatan tersebut hanya “main hakim sendiri” atau 

sebagai bentuk balas dendam yang dilakukan pelaku terhadap korban atau 

memang termasuk pembelaan terpaksa yang dibenarkan sebagaimana ketentuan 

alasan penghapus pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga 

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menjatuhkan Putusan 

Lepas (Ontslag) dengan didasarkan pada Pembelaan Terpaksa (Noodweer). 

 
 15 Republik Indonesia, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5076. 

 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Donggala 

Putusan Nomor: 45/Pid.B/2021/PN Dgl. 



9 
 

 
 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi, 

“Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan 

Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan 

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kriteria dan Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa 

(Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana 

Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 

45/Pid.B/2021/PN Dgl? 

2. Bagaimana Implikasi Putusan Lepas (Ontslag) yang Didasarkan pada 

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) terhadap Terdakwa dan Korban Tindak 

Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan 

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang akan 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kriteria dan Pembuktian Unsur 

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada 

Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam 

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Putusan Lepas (Ontslag) 

yang Didasarkan pada Pembelaan Terpaksa (Noodweer) terhadap Terdakwa 

dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat 

dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dituliskan di atas, maka 

diharapkan dapat diambil manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah dapat 

menyumbangkan bahan bacaan dan dapat menambah manfaat untuk 

pengembangan-pengembangan di bidang ilmu hukum. Khususnya tentang 

Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan 

Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini ditujukan agar bermanfaat sebagai sumber 

informasi sehingga dalam praktiknya dapat menambah pemahaman hukum 

dan memperluas wawasan masyarakat terhadap Pembuktian Unsur 

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada 

Tindak Pidana Penganiayaan. 
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E. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya yang 

dibahas dalam penelitian menjadi lebih jelas dan untuk menghindari 

pembahasan yang tidak sejalan dengan judul dan rumusan masalah yang 

dibahas pada penelitian ini. Maka dari itu, penulis memberikan batasan ruang 

lingkup dalam penulisan skripsi ini yang hanya membahas tentang Kriteria dan 

Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus 

Pidana serta Implikasi Putusan Lepas (Ontslag) terhadap Terdakwa dan Korban 

Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan 

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl. 

F. Kerangka Teori 

 Kerangka teori dalam penulisan skripsi memiliki ciri-ciri yakni teori hukum, 

asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan para ahli hukum sesuai bidang 

kekhususannya.17 Kerangka teori digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan 

menguatkan kebenaran dari permasalahan-permasalahan yang dibahas pada 

penulisan skripsi ini sehingga dibutuhkan teori-teori sebagai berikut: 

1. Teori Alasan Penghapus Pidana 

 Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang dapat menjadi 

dasar bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak 

pidana. Sehingga, alasan penghapus pidana tersebut memungkinkan 

seseorang tidak dipidana meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan 

 
 17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79. 
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delik. Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan 

pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang 

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan walaupun rumusan 

deliknya telah terpenuhi oleh perbuatan itu, sehingga perbuatan tersebut 

menjadi tidak melawan hukum maka tidak dapat dijatuhkan pidana kepada 

seseorang yang melakukan perbuatan yang dimaksudkan itu, sedangkan 

alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa 

sehingga ia tidak dapat dipidana.18 

 Dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana itu 

apabila terdapat hubungan antara perbuatan criminal (criminal act) tanpa 

adanya alasan pembenar dan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya 

alasan pemaaf. Alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua dalam M.v.T. 

(Memorie van Toelichting), yaitu alasan yang dapat menghapuskan pidana 

ini berada di luar diri pelaku dan alasan yang dapat menghapuskan pidana 

yang berada di dalam diri pelaku.19  

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dibagi secara 

eksplisit antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Namun, dalam doktrin 

hukum pidana, alasan pembenar terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP 

sebagai pasal yang mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), 

Pasal 50 KUHP sebagai pasal yang mengatur perbuatan melaksanakan 

 
 18 Muhamad Chanif, “Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana 

Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” Magistra Law Review, Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 64-

65, diakses dari http://sister.untagsmg.ac.id pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 21.57 WIB. 

 19 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 109. 
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perintah Undang-Undang, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai pasal yang 

mengatur perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa sah.20 

 Selain alasan pembenar, ada alasan pemaaf yang berada di dalam 

diri si pelaku tersebut. Menurut Suyanto, alasan pemaaf adalah alasan yang 

meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Dalam doktrin hukum 

pidana, yang terklasifikasi sebagai alasan pemaaf dalam KUHP adalah tidak 

mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), 

pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan 

melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP). 21 

 Ada 3 (tiga) teori yang dijabarkan oleh George P. Fletcher yang 

berkaitan dengan alasan penghapus pidana dalam bukunya yang berjudul 

Rethinking Criminal Law, yaitu:22 

a. The Theory of Pointless Punishment yang termasuk alasan pemaaf. 

Menurut teori ini, tidak terdapat kebermanfaatan apabila dijatuhkan 

pidana kepada orang yang sakit jiwa atau gila; 

b. The Theory of Lessers Evils atau diterjemahkan sebagai teori 

peringkat kejahatan yang lebih rendah yang termasuk sebagai alasan 

pembenar. Maka dari itu, teori ini membahas alasan yang dapat 

 
 20 Muhamad Chanif, Loc. Cit. 

 21 Suyanto, Op. Cit., hlm. 110-111. 

 22 Bakti Riza Hidayat, Nurini Aprilianda, dan Lucky Endrawati, “Legal Implications of 

Stopping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed 

the Limits (Noodweer Excesses),“ International Journal of Multicultural and Multireligious 

Understanding, Vol. 9, No. 2 (2022): hlm. 247-248, diakses dari https://ijmmu.com pada tanggal 19 

Agustus 2023, pukul 22.24 WIB. 
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menghapuskan pidana yang berasal dari luar diri si pelaku atau 

uitwendig; 

c. The Theory of Necessary Defense yang diterjemahkan sebagai teori 

pembelaan yang diperlukan. Tidak ada kesepakatan antara para ahli 

hukum pidana mengenai teori ini termasuk alasan pembenar atau 

alasan pemaaf. Terkadang, teori tentang pembelaan yang diperlukan 

dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. 

Dalam konteks seperti itu, maka tentu saja teori ini termasuk dalam 

teori alasan pembenar. Namun di sisi lain, jika teori ini bisa 

menghilangkan ketidaktercelaan pada diri pelaku, maka dapat 

diklasifikasikan sebagai teori alasan pemaaf.  

 Dalam The Theory of Necessary Defense, menurut George P. 

Fletcher, ada empat hal yang selalu menjadi fundamental perdebatan, yaitu 

yang pertama berkaitan dengan tingkat penggunaan kekuatan yang 

diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Maksudnya itu adalah kekuatan yang 

digunakan harus sebanding dengan serangan. Kedua, keharusan untuk 

menghindar. Dalam hal ini, apabila bisa menghindar dari serangan itu, maka 

jalan seperti itu wajib ditempuh. Ketiga, pihak ketiga berhak untuk ikut 

campur. Ini berarti bahwa pihak ketiga dapat menyetop serangan. Keempat, 

biarkan pertarungan membebaskan diri dari serangan.23 

 Dengan demikian, dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih jauh 

tentang alasan pembenar yang merupakan salah satu dari alasan penghapus 

 
 23 Ibid., hlm. 248. 
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pidana seperti yang telah dijelaskan di atas sebab fokus penelitian ini 

mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) yang termasuk salah satu alasan 

pembenar sesuai doktrin hukum pidana. 

 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

 Dari Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat 

diketahui bahwa penetapan dan putusan Hakim harus memuat pertimbangan 

hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan 

benar.24 Menurut Hardianto, pertimbangan Hakim menjadi hal yang utama 

dalam menjadi patokan dijatuhkannya suatu putusan, tetapi pertimbangan 

Hakim mendapatkan pengaruh dari bermacam-macam hal contohnya itu 

seperti kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli saat 

pembuktian ataupun mengenai keyakinan Hakim.25  

 Dapat diketahui dari pendapat Rusli Muhammad, pertimbangan 

Hakim diklasifikasikan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu pertimbangan yuridis 

dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah Hakim 

mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap saat 

persidangan dan hal tersebut harus termuat dalam putusan Hakim sesuai 

ketentuan Undang-Undang seperti dakwaan penuntut umum dan berbagai 

pasal dalam undang-undang hukum pidana, sedangkan pertimbangan non-

 
 24 Republik Indonesia, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5076. 

 25 Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti, “Pertimbangan Hakim Dalam 

Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana 

Pembunuhan,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3 (2020): hlm. 345, diakses dari 

https://ejournal2.undip.ac.id pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 10.07 WIB. 



16 
 

 
 

yuridis yaitu mempertimbangkan dari fakta-fakta non-yuridis yang belum 

ditetapkan oleh Undang-Undang seperti memperhatikan latar belakang 

Terdakwa, kondisi Terdakwa, dan sebagainya.26 

 Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan akan 

menentukan keadilan dan pertanggungjawaban dari putusan Majelis Hakim 

yang menangani suatu perkara.27 Sehingga, Hakim dalam menjatuhkan 

suatu putusan mesti mempertimbangkan dari segala aspek, terutama aspek 

yuridisnya. Sama halnya dengan permasalahan pada penelitian ini, maka 

perlu dianalisis pertimbangan Hakim dari segi yuridis dan non-yuridis 

dalam menjatuhkan putusan. 

 Salah satu teori pertimbangan Hakim yang ada kaitannya dengan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah teori Ratio Decidendi. Teori ini 

berlandaskan filsafat yang mempertimbangkan dari seluruh aspek yang 

berhubungan dengan pokok perkara, lalu memilih peraturan perundang-

undangan yang terkait sebagai dasar hukum dalam Hakim menjatuhkan 

putusan, serta pertimbangan Hakim harus berdasarkan atas motivasi yang 

jelas guna menegakkan hukum dan menjunjung keadilan bagi para pihak 

yang berperkara.28 

 
 26 Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, dan Zainudin, “Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” Widya Yuridika: 

Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1 (2021): hlm. 210, diakses dari http://publishing-widyagama.ac.id pada 

tanggal 15 Agustus 2023, pukul 09.44 WIB. 

 27 Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak 

Pidana Narkotika,” Pampas: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1 (2020): hlm. 128, diakses dari 

https://online-journal.unja.ac.id pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 11.16 WIB. 

 28 Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, “Ratio Decidendi 

Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Amanna Gappa, Vol. 27, No. 1 
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3. Teori Pembuktian  

 Adanya pembuktian guna bertujuan mendapatkan kepastian dari 

suatu peristiwa memang sungguh-sungguh terjadi, dan untuk memperoleh 

putusan Hakim yang benar dan adil.29 Dikenal pelbagai teori pembuktian 

dalam doktrin hukum pidana untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-

alat bukti yang ada, yaitu sebagai berikut:30 

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif 

(Positive Wettelijk Bewijstheorie) yang disebut juga sebagai 

Teori Pembuktian Formal yang diterapkan di Eropa pada masa 

berlakunya Asas Inquisitoir dalam acara pidana. Menurut teori 

ini, apabila sudah terbukti suatu perbuatan merupakan tindak 

pidana sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur oleh Undang-

Undang, maka tidak perlu adanya keyakinan Hakim; 

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu yang 

dianut oleh peradilan juri di Prancis. Apabila menganut teori ini, 

maka memungkinkan untuk adanya pemidanaan tanpa merujuk 

pada alat-alat bukti dalam Undang-Undang, sebab didasarkan 

pada keyakinan hati nurani Hakim; 

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan 

yang Logis (Laconviction Raisonnee) yang disebut pula sebagai 

 
(2019): hlm. 6, diakses dari http://journal.unhas.ac.id pada tanggal 30 Agustus 2023, pukul 08.31 

WIB. 

 29 Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, dan Zainudin, Op. Cit., hlm. 209. 

 30 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 251-

256. 
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pembuktian bebas oleh sebab Hakim diberikan kebebasan untuk 

menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Dalam teori ini, 

pembuktian didasarkan pada keyakinan Hakim sampai batas 

tertentu sehingga dijatuhkannya putusan Hakim dengan suatu 

motivasi; 

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif 

(Negatief Wettelijk). Pada teori ini, dipahami bahwa pemidanaan 

didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pembuktian 

berdasarkan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, dan keyakinan Hakim dari adanya alat-

alat bukti tersebut. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut 

teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief 

wettelijk), dapat diketahui dari Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

 Dari isi pasal di atas, dapat dipahami bahwa pembuktian haruslah 

berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta 

adanya keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti tersebut. 
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4. Teori Kesengajaan 

 Tidak ada penjelasan makna dari kesengajaan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa 

suatu perbuatan itu memang disengaja maka harus membuktikan 

perbuatannya itu sesuai dengan motif dan tujuan yang ingin dicapai dan 

antara motif, perbuatan, tujuan mesti ada hubungan sebab akibat dalam 

batin si pelaku.31 

 Dalam teori ada dua aliran mengenai kesengajaan dalam melakukan 

tindak pidana, yaitu: 32 

a. Teori Kehendak (Wilstheorie), diketahui dianut oleh Simons dan 

merupakan teori paling tua. Menurut teori ini, kesengajaan 

adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan 

seperti dalam rumusan undang-undang; 

b. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheorie), diketahui dianut oleh 

von Hamel dan diajarkan oleh Frank. Teori ini mengemukakan 

bahwa manusia hanya dapat ”memperkirakan” akibat yang akan 

timbul dari perbuatan yang dilakukan olehnya, sebab manusia 

tidak dapat “menghendaki” akibat dari perbuatan tersebut.33 

 
 31 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 187. 

 32 Ibid., hlm. 186. 

 33 Moh. Ikhwan Rais, “Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang 

Menyebabkan Kematian, dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian,” Jurnal Yustisiabel, Vol. 1, 

No. 1 (2017): hlm. 87, diakses dari https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id pada tanggal 18 Agustus 

2023, pukul 22.47 WIB. 
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 Selain teori di atas, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal tiga 

jenis kesengajaan, yaitu:34 

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, artinya perbuatan dan 

akibat dikehendaki oleh pelaku; 

b. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian, artinya 

seseorang memiliki kesadaran bahwa saat dia melakukan suatu 

perbuatan tertentu pasti akibat lain akan muncul atau pasti akibat 

lain itu terjadi menurut akal manusia pada umumnya; 

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dikenal 

juga dengan sebutan dolus eventualis, artinya kesengajaan untuk 

melakukan perbuatan yang ia sadari bahwa kemungkinan dapat 

timbul akibat lain yang tidak ia inginkan dari perbuatannya. 

 Merujuk pada Memorie van Toelichting atau disingkat menjadi 

M.v.T. maka sengaja diartikan sebagai willen en wettens (menghendaki dan 

mengetahui),35 serta mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya 

(willen en wettens perorzaken pan een gepolg).  

 P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa supaya dapat menyatakan 

ada seseorang yang telah melakukan penganiayaan, maka harus dicari tahu 

terlebih dahulu apakah orang tersebut memang mempunyai opzet atau 

kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan 

 
 34 Ibid., hlm. 88-90. 

 35 Zefanya Tangkere, Atie Olii, dan Roosje Lasut, “Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Yang 

Dilakukan Dengan Kesengajaan Dalam Hal Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2016,” Lex Crimen, Vol. 10, No. 13 (2021): hlm. 17, diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id pada 

tanggal 18 Agustus 2023, pukul 22.26 WIB. 
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luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain.36 Hal itu 

berhubungan dengan penelitian ini yang membahas tindak pidana 

penganiayaan, maka diperlukan teori kesengajaan tersebut untuk membantu 

menganalisis permasalahan pada penelitian ini. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang 

mengutamakan studi literatur yakni dengan cara meneliti bahan-bahan 

pustaka yang umumnya dinamakan sebagai data sekunder. Penelitian 

hukum normatif atau kepustakaan meliputi penelitian terhadap asas-asas 

hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah 

hukum.37 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan 

untuk menuntaskan permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, 

yaitu: 

 

 

 
 36 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 

Tubuh, dan Kesehatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132. 

 37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

(Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13-14. 
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1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach); 

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang 

dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.38 

Maka, isu hukum dalam penulisan skripsi ini adalah pembuktian unsur 

pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan penghapus pidana pada 

tindak pidana penganiayaan. 

 

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); 

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang penyelesaian 

permasalahan penelitian dengan melihat dari konsep-konsep hukum dari 

doktrin-doktrin ahli ilmu hukum dan pandangan-pandangan dalam ilmu 

hukum sebagai acuan dalam penulis menyusun argumentasi guna 

menyelesaikan isu hukum penelitian ini.39 

 

3) Pendekatan Kasus (Case Approach). 

Pendekatan kasus dilakukan peneliti dengan menelaah kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum.40 Dengan menggunakan putusan 

Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam hal ini, kasus 

yang diteliti oleh penulis adalah pembuktian unsur pembelaan terpaksa 

 
 38 Fredi Yuniantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam 

Peraturan Perundang-undangan,” Justitia Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2018): hlm. 110, diakses dari 

https://journal.um-surabaya.ac.id pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 23.03 WIB. 

 39 Saiful Anam and Partners, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam 

Penelitian Hukum”, Saplaw.top, diakses dari https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-

undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/ pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 09.00 

WIB. 

 40 Fredi Yuniantoro, Loc. Cit. 
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(noodweer) sebagai alasan penghapus pidana pada tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan kasus yang 

terdapat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl. 

3. Sumber Bahan Hukum 

 Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat41, 

bahan hukum ini diperoleh dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);  

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258); 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4635); 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076); 

 
 41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 12. 
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5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5602); 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258); 

7) Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 

45/Pid.B/2021/PN Dgl. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau 

memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, contohnya 

seperti buku-buku literatur, rancangan undang-undang, pendapat 

para ahli, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 

dan sebagainya yang berhubungan dengan objek yang dikaji dalam 

penelitian ini.42 

 

 
 42 Ibid., hlm. 13. 
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai 

petunjuk untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan sekunder, contohnya seperti kamus dan ensiklopedia.43 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan penulis dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan atau disebut juga dengan studi 

dokumen. Studi kepustakaan berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam 

menganalisis, serta penelitian kepustakaan ini bersumber dari berbagai 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan 

hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan 

pada penelitian ini.44 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan oleh penulis dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif 

analitis. Artinya, bahan hukum dianalisis dengan cara memaparkan berbagai 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang 

sesuai dengan permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini.45 

 

 

 

 
 43 Ibid. 
 44 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 107. 

 45 Ibid. 
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6. Metode Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode induktif. Dengan digunakannya metode induktif, maka penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan cara menarik kesimpulan pernyataan umum 

atau hal-hal yang bersifat umum dengan pengambilan dari hal-hal yang 

bersifat khusus. Sehingga, diawali dengan kejadian yang khusus kemudian 

diakhiri dengan pernyataan umum.46 

 

 
 46 Harys, “Penelitian Induktif dan Deduktif”, Jopglass.com, diakses dari 

https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/ pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 09.20 

WIB. 
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